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ABSTRACT 

 

Formation Of Village Clinics As An Effort To Prevent Village Fund       

Corruption Crimes 

 

 

The development of the progress of the Regulations and the 

paradigm of the Village Regional Government with the passing of 

Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Central 

Government has the obligation to realize village programs through 

the provision of village budget funds by following up on 

Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village 

Funds sourced from the National Budget. It is expected that all 

village community interests and needs can be accommodated with 

greater opportunities for villages to manage their own governance. 

and equitable distribution of development is expected to improve 

the welfare and quality of life of rural communities, but has not 

been followed by the preparation of human resources (HR) both 

village heads and their tools to understand the implementation of 

regulations that are always evolving so that there is a lot of misuse 

of village funds management by village heads and village officials 

who entered the realm of law, namely to Law Enforcement 

Officials (APH). 

 

The purpose of this study was to determine and analyze the 

position of village clinics in East Java as an effort to prevent not 

criminal corruption of village funds.This research method focuses 

on the study or study of positive law (statutory law) that is 

normative. 

 

The result is expected that the village head and village apparatus 

are able to properly manage village finances in accordance with 

applicable regulations so as to minimize the forms of errors both 

administrative and non-administrative and provide input on 

improving and improving village fund management. It is expected 

that the existence of village clinics as an effort to prevent criminal 

acts of village funds corruption. 

 

 

             Keywords: Village Clinic, Prevention of crime, Village Fund 

Corruption. 
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RINGKASAN 

PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA 

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA 

 

Perkembangan berjalannya Era-reformasi dan paradigma 

Pemerintahan Daerah Desa  dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban 

untuk mewujudkan program desa melalui pemberian anggaran dana desa 

dengan ditindaklanjuti Praturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN diharapkan segala 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan 

diberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata 

pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat desa, namun belum diikuti dengan persiapan Sumber daya 

manusia (SDM) baik kepala desa maupun perangkatnya untuk memahami 

implementasi peraturan yang selalu berkembang sehingga banyak terjadi 

penyalahgunaan pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa dan perangkat 

desa yang masuk ke ranah hukum yaitu ke Aparat Penegak Hukum 

(APH).  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

kedudukan klinik desa di Jawa Timur sebagai upaya pencegahan tidak 

pidana korupsi dana desa. 

Metode penelitian ini menitikberatkan pada telaah atau kajian 

terhadap hukum positif (hukum perundang-undangan) yang bersifat 

normatif. 

Hasilnya diharapkan Kepala desa dan perangkat desa mampu 

mengelola keuangan desa secara benar sesuai ketentuan yang berlaku 

sehingga dapat meminimalisasi bentuk kesalahan baik administrasi 

maupun non administrasi dan memberikan masukan perbaikan dan 

penyempurnaan pengelolaan dana desa. Diharapkan dengan adanya klinik 

desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa 

 

Kata Kunci: Klinik Desa, Pencegahan tindak pidana, Korupsi Dana Desa. 
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